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Tujuan Penelitian ini adalah : Dalam penelitian ini diberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di masyarakat mengenai poligami yang dilakukan oleh Pegawal Negeri
Sipil dan akibat hukumnya. Contoh kasus dalam penelitian ini adalah penyimpangan yang terjadi di Kolaka,
Sulawes Tenggara, sebagai akibat kurang konsekuensinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan
aparat pelaksananya di dalam mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang
akan dibahas adalah mengenai penyebab terjadinya poligami di dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil,
serta mengenai pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah, dan juga mengenai upaya hukum yang harus
dilakukan agar pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat sesuai dengan hukum yang
berlaku. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan adalah bahwa penyebab terjadinya poligami
khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil adalah karenaisteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan karena
tidak dapat melahirkan. Penelitian ini menggunakaia metode penelitian lapangan dan metode penelitian
kepustakaan. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagai lex spesialis dan Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 sebagai lex generalisnya, di dalam prakteknya ternyata masih banyak ditemukan adanya
pelanggaran. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, di
mana pada beberapa Pasalnya masih terdapat celah-celah yang dapat memberi peluang bagi Pegawai Negeri
Sipil untuk melanggarnya. Maka Pemerintah menyempurnakan lagi beberapa Pasalnya yang dianggap masih
lemah ke dalam ketentuan baru, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990,
yang lebih bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, selain
itu untuk menghindari salah penafsiran dalam pel aksanaannya dan lebih menjamin rasa keadilan. Aparat
yang berwenang memberi izin perkawinan tersebut dapat |ebih meningkatkan disiplin dan tanggung
jawabnya terhadap segala peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat membantu Pemerintah
dalam menegakkan segala peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh
segenap masyarakat, dan akhirnya segala penyimpangan yang terjadi dapat dihilangkan, minimal dikurangi.
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